
BUPATI PINRANG 
PROVINS[ SULA.WES! SELA.TAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR If TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TIJGAS DAN FUNGSI 
SEITTA TATA KERJA D!NAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI 

DENQAN RAHMAT TIJHAN YANO MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungai, Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan 
Bina Konstruksi telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 50 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tug.as d.an Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Sumbcr Daya Air dan Bina Konstruksi; 

b. bahwa Peraturan Bupati scbttgaimana dimaksud 
dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dinamika pcnyelenggaraan 
pemerintahan daerah serta pcrkembangan peraturan 
perundang-undangan dan kcbutuhan pcnye\cnggaraan 
tugas dan fungsi Dinas Sumbcr Daya Air dan Bina 
Konstruksi, schingga pcrlu diganti; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu 
menctapkan Pcraturan Bupati tcntang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tuga1 dan Fung1i scrta Tata 
Kerja Dina& Sumbcr Daya Air dan Bina Konstruksi. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pcmbcntukan Dacrah-claerah 1\ngkat II di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndoneaia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaunana tclah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua At.as 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 680 I); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran' 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Unda.ng­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja 
mcnjadi Undang·Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnoohan 
Lembaran Negani. Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Adminiatrasi Pemerintaha.n (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tohun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba.han 
Lemba.ran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peruba.han 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diub&h dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
at.as Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupe.ten Pinrang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.tenl 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 
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Menetapkan 

. 3. 

MEMUTIJSKAN : 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEOUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN F'UNQSI SERTA TATA KERJA 
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSl'RUKSI. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

PaMI I 
Dalam Peraturan Bupati im, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Oinas adalah Oinas Sumber Daya Air dan Bina Konstrusi Kabupaten 

Pinrang 
6. Kepala Oinaa adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konatrusi 

Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya diaingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunya1 kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhent:ian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di inatanai pemerintah aesuat dengan ketenruan 
pera1uran perundang·undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya diaingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah 1stilah kelompok profesi bagi pegawei­ 
pegawai yang bekerja pada lnatansi Pemerintah ba.ik di tingkat Puaat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya diaingkal PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melakSllilakan proeea pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang beriai 
fungsi clan tugaa berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Togas adalah Ikhtisardan keseluruhan tugasjabatan. 
13. Pungai adalah pekerjaan yang merupakan penjab&ran dari tugas. 
14. Uraian tugaa ada\ah paparan atau bentangan atas &emua tugaajabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

.. .., 2 
Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada drbawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaria Daerah. 
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b Sekn!tariat terdiri atas : 
1.Subb&gian Program; 
2.Subbagian Umum, Kepegawa.ian dan Hukum; dan 
3.Subbagian Keuangan. 

c. Bsdang Operasi dan Pemelihanuln; 
d. Bidang Bina Konstruksi, 
e Bidang Program dan Evaluasi Sumber Daya Air; 
f. Bidang Irigasi Pedesaan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional clan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisa.Bi Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercantum dalam lampiran yang merul)llkan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pennuran Bupati ini. 

BABIV 
Tl/GAS, FUNGSI DAN URAlAN nJGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

Passi 4 
(l) Kepala Oina.s mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 

urusa.n pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang 
menjadi kewcnangan Daerah dan tugas pembe.ntuan yang discrahkan 
oleh Bupati kepa.danya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumuaan kebijakan uruaan pemerint&han bidang Pengelolaan 

Sumber Daya Air; 
b. pelakae.naan kcbijakan urusan Pemerintahan b!dang Pengelolaan 

Sumber Daya Air; 
c. pelak.sanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Pengclolaan Sumber Daya Air; 
d. pelakaanaan Administraai Dinaa;dan 
e. penyelenggaraan rungsi lain yang dibenkan o\eh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Tugas Kepala Oinas sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

meliputi : 
a. menyuaun renc:ana kegiatan dinas sebagai pedoman da.lam 

pelaksanaan tuga.s; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pe\akaana.an tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. merumuakan dan menetapkan Reneana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. mengoordinir Penyelengga.raan Survey Kepuaaan Masyarakat dalam 

lingkup Oinas; 
h. melakukan kocrdinaet dan konsultas1 dengan Kementerian, 

Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kef)al 
terkait dalam rangka kelanca.ran tugas; 

1. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Oinas; 
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J. mcmbina pclaksa.naan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Ungkup Dinas; 

k mengoordinir penyusunan La!X)t'an Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas; 

I. mel.akukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Opcraaional 
Prosedur dalam lingkup Dinaa; 

m. mcnyclenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pcnyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Operaai dan 
Pemeliharaan, Bina Konstrukai, Program dan EvaJuaai Sumber Daya 
Air dan lrigasi Pedesaan; 

n. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pcmcrintah dan non pcmerintah dalam rangka pcnyelenggare.an 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 

o. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuei kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dmaa dan 
mcmberikan aaran pcrtimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

q. menyeknggarakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kcdua 
Sekretariat 

Pasa1 5 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaria yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Oinaa dalam mclaksanakan koordinasi kegiatan, membenkan 
pelayanan teknis dan admlnistrasi pcnyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawllian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dina.s. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekrctaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pcngoordinasian pcnyelcngga.raa.n tugas dalam lingkup Dinaa; 
b. pengoordinaaian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengccrdmaetan pcngelolaan admimatraai keuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
c. pcnyclenggaraan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Tug.as Sckrctaris scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. mcnyusun rencana kegiatan dinaa aebagai pedoman dalam 
pelakaanaan tugaa; 

b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas lingkup 

Dina.a untuk mengetahui pcrkembangan petakeanaan tugas: 
d. menyusun rancangan, mcngorcksi, memaraf dan/atau 

menandatangani na.skah dinas; 
c. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu Kcpala Dinas merumuskan dan menctapkan Rencana 

Strategis, Rcncana Kcrja dan Rcncana Kerja Anggaran Dinas; 
g. menyelcnggarakan Survey Kepuaaan Maayarakat lingkup Dinas; 
h. mcnyusun dan Membuat Laporan Kinerja lnatansi Pemcrintah Dinas; l 
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q. menyeknggarakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kcdua 
Sekretariat 

Pasa1 5 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaria yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Oinaa dalam mclaksanakan koordinasi kegiatan, membenkan 
pelayanan teknis dan admlnistrasi pcnyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawllian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dina.s. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekrctaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pcngoordinasian pcnyelcngga.raa.n tugas dalam lingkup Dinaa; 
b. pengoordinaaian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengccrdmaetan pcngelolaan admimatraai keuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
c. pcnyclenggaraan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Tug.as Sckrctaris scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. mcnyusun rencana kegiatan dinaa aebagai pedoman dalam 
pelakaanaan tugaa; 

b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas lingkup 

Dina.a untuk mengetahui pcrkembangan petakeanaan tugas: 
d. menyusun rancangan, mcngorcksi, memaraf dan/atau 

menandatangani na.skah dinas; 
c. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu Kcpala Dinas merumuskan dan menctapkan Rencana 

Strategis, Rcncana Kcrja dan Rcncana Kerja Anggaran Dinas; 
g. menyelcnggarakan Survey Kepuaaan Maayarakat lingkup Dinas; 
h. mcnyusun dan Membuat Laporan Kinerja lnatansi Pemcrintah Dinas; l 
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1. mengoordinasikan peiakmmaan kegiat.an dalam lingkungan dinas 
hingga terwujud koon:linaSl, ainkronisasi dan integraei pelaksanaan kegiatan: 

j. mengoorclinasikan dan melaksanakan penyuaunan, program, 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi serte peleporan kinerja; 

k. mengoordinasikan clan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum; 
I. mengoordinasikan dan melakaa.nakan pelayanan administrasi dan keuangan; 
m. menyelenggarakan dan mengoon:iinasikan administra.si pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 
n. mengoord1naaikan dan memfasilitaai kegiatan organisasi den 

tatalaksana; 
o. menyusun dan melakaanakan Slandar Pelayanan dalam Llngkup Dinaa; 
p. mengoordinir Pclaksanaan Pcniliuan Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi dalain Ungkup Dinas; 
q. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pcngelola Jnfonnasi Dan 

Dokumentasi Dinas; 
r. menyusun laporan hasil pelaksanakan tugas Sekretariat dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumuaa.n kebijakan; 

a. memfasilitasi pela.ksanaan Siatem Pcngendalian lntem Pcmerintah 
dalam lingkup Dinaa; 

t. menyuaun standar operasional prosedur seauai Rincian tug.as dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dinas; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Operaai dan 
Pemeliharaan, Bina Konstruk4i, Program dan Evaluasi Sumber Daya 
Air dan lrigasi Pedesaan, 

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerinta.h dan non pemerintah dalam rang.ka penyelenggaraan 
urusa.n Pemenntahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

w. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. menyusun laporan heerl pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

y. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan eteeen sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

""'8grafl 
Subbagian Program 

Pa,al 6 
11) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program mempunyai 

tugaa membantu Sekrc:taria dalnm mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyuaunan program, peny�ian data dan penyusunan laporan. 

(2) Umian Togas Kepala Subbagian Program sebagaimana dimak.aud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. menyuaun rencana kegiatan Subbagia.n Program sebagai pedoman 
dalarn pela.ksa.naan tugaa, I b. mendiatribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
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c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalain 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreklJi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. membantu sekretaris merumuekan Rencana Strategis dan Rencana 

Kcrja Dinas; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnatansi 

Pemerintah Dinaa; 
h. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan informaai program 

dan mela.kukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluaai 

kinerja; 
J. mengumpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanJian kinerja D�; 
k. mengumpulkan bahan dan menyuaun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam ling.kup Dinaa; 
I. menyuaun laporan haail penyelenggaraan tugaa Subbagian Program 

dan membt:rikan saran pertimbangan kepa.da pimpinan aebagai 
bahan perumusan kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup Dinas; 

n. menyuaun Standar Operasional Prosedur eeeuer rincian tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur, 

o. melak3anakan monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program; 

p. melaksanakan koordinaai dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggaraan 
urusan Pemcrintahan bsdang Pekcrjaan Umum dan Penate.an Ruang; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan hasrl pelakao.naan tugas Kepala Dinas dan 
membt:rikan saran pertimba.ngan kepada Atasan aebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

e. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuar dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pa'817 
(I) Kepa.la Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh 

Kepa.la Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyer 
tugas membantu Sekretaris mengumpulka.n bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga aerta mengelola administrasi 
kepegawaian dan hukum dala.m lingkup Dinas. 

(2) Uraian Tugas Kepala Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebe.ge.i pedoman dalam pelll.ksanaan tugas; 
b. mcndistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; t 
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c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalain 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
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menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. membantu sekretaris merumuekan Rencana Strategis dan Rencana 

Kcrja Dinas; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnatansi 

Pemerintah Dinaa; 
h. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan informaai program 

dan mela.kukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluaai 

kinerja; 
J. mengumpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanJian kinerja D�; 
k. mengumpulkan bahan dan menyuaun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam ling.kup Dinaa; 
I. menyuaun laporan haail penyelenggaraan tugaa Subbagian Program 

dan membt:rikan saran pertimbangan kepa.da pimpinan aebagai 
bahan perumusan kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup Dinas; 

n. menyuaun Standar Operasional Prosedur eeeuer rincian tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur, 

o. melak3anakan monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program; 

p. melaksanakan koordinaai dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggaraan 
urusan Pemcrintahan bsdang Pekcrjaan Umum dan Penate.an Ruang; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan hasrl pelakao.naan tugas Kepala Dinas dan 
membt:rikan saran pertimba.ngan kepada Atasan aebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

e. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuar dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pa'817 
(I) Kepa.la Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh 

Kepa.la Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyer 
tugas membantu Sekretaris mengumpulka.n bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga aerta mengelola administrasi 
kepegawaian dan hukum dala.m lingkup Dinas. 

(2) Uraian Tugas Kepala Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan 
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebe.ge.i pedoman dalam pelll.ksanaan tugas; 
b. mcndistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; t 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau mcmaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengi.Jrutl rapat·rapa.t sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pel.akaanaa.n Survey Kepuasan 

Masyarakac dalam lingkup Dinas; 
g. membantu sekretarui menyusun dan membuat laporan Ana.lisia 

Jabatan, Analiais Bcban Kerja dan E:valuasi Jabatan Dinas; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
j. menyiapkan bahan dan menyusun adminiatrasi pengadaan, 

pcndistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 
k. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan banmg inventana; 
I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan uruaan 

n.imah tangga Dinas; 
m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan melakukan 

evaluasi dalam lingkup Dinas; 
n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan infonnaai serta fasilita1i pelayanan informa.si dan 
pengaduan dalam lingkup Din.as; 

o. mcnyiapkan bah.an, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi pelaksa.naan 
Sistcm Pengendahan Intern Pemcrintah dalrun hngkup Dinas; 

p. mcmpersia.pkan dan mcngoordin.a.sikan pcla.ksaanaan rapat dina.s, 
upacara bendcra, kchumasa.n, dan kcprolokolan; 

q. mcnyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengclola data kchadiran 
pegawa.i; 

r. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi aclminis.trasi surat tugas dan 
pcrjaJanan dinas pegawai; 

s. mcnyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi kcgiatan 
organisa.ai dan tatalaksana; 

t. mclakaanakan Pengumpulan bahan Penila.ian Mandiri Pclaksa.naan 
Rcfonnaai Birokra.si dalam lingkup Dina.s; 

u. mcnyiapkan bahan dan mcngclola administra& kcpcgawaian dalam 
lingkup Dinas; 

v. mcnyusun rcncana kcbutuhan pcngcmbangan Sumbcr Daya Manusia 
Aparatur dalam lingkup Dinas; 

w. mcnyiapkan bahan pcrumusa.n kebjjakan pcmbinaan, pcningk.atan 
kompetcnsi, disiplin dan kcs,cjahtcraan Apa.ratur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

x. mcnyiapkan bahan dan mcngoordinasikan aclministrasi penyusunan 
produk hukum dalam lingkup Dinas; 

y mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnindaktanjuti 
laporan hasil pcmcriksaan dalam lingkup Dinas; 

z. mcnyusun standar opcrasional proscdur sesua.i uraian tugas dan 
mclakukan cvaluaai Standar Opcrasional Proscdur dalam lingkup 
Din as; 

aa. mclaksanakan monitoring, cvaluas! dan pcnga.wasa.n pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis di Bidang Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan 
Hukum; 

bb. mclaksanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lcmbaga pcmcrintah 
dan non pcmcrintah dalrun rangka pcnyclcnggaraan urusa.n I �mcrintahan bidang Pekcrjaan Umum dan �nataan Ruang; 

. 8. 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau mcmaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengi.Jrutl rapat·rapa.t sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pel.akaanaa.n Survey Kepuasan 

Masyarakac dalam lingkup Dinas; 
g. membantu sekretarui menyusun dan membuat laporan Ana.lisia 

Jabatan, Analiais Bcban Kerja dan E:valuasi Jabatan Dinas; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
j. menyiapkan bahan dan menyusun adminiatrasi pengadaan, 

pcndistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 
k. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan banmg inventana; 
I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan uruaan 

n.imah tangga Dinas; 
m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan melakukan 

evaluasi dalam lingkup Dinas; 
n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan infonnaai serta fasilita1i pelayanan informa.si dan 
pengaduan dalam lingkup Din.as; 

o. mcnyiapkan bah.an, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi pelaksa.naan 
Sistcm Pengendahan Intern Pemcrintah dalrun hngkup Dinas; 

p. mcmpersia.pkan dan mcngoordin.a.sikan pcla.ksaanaan rapat dina.s, 
upacara bendcra, kchumasa.n, dan kcprolokolan; 

q. mcnyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengclola data kchadiran 
pegawa.i; 

r. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi aclminis.trasi surat tugas dan 
pcrjaJanan dinas pegawai; 

s. mcnyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi kcgiatan 
organisa.ai dan tatalaksana; 

t. mclakaanakan Pengumpulan bahan Penila.ian Mandiri Pclaksa.naan 
Rcfonnaai Birokra.si dalam lingkup Dina.s; 

u. mcnyiapkan bahan dan mcngclola administra& kcpcgawaian dalam 
lingkup Dinas; 

v. mcnyusun rcncana kcbutuhan pcngcmbangan Sumbcr Daya Manusia 
Aparatur dalam lingkup Dinas; 

w. mcnyiapkan bahan pcrumusa.n kebjjakan pcmbinaan, pcningk.atan 
kompetcnsi, disiplin dan kcs,cjahtcraan Apa.ratur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

x. mcnyiapkan bahan dan mcngoordinasikan aclministrasi penyusunan 
produk hukum dalam lingkup Dinas; 

y mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnindaktanjuti 
laporan hasil pcmcriksaan dalam lingkup Dinas; 

z. mcnyusun standar opcrasional proscdur sesua.i uraian tugas dan 
mclakukan cvaluaai Standar Opcrasional Proscdur dalam lingkup 
Din as; 

aa. mclaksanakan monitoring, cvaluas! dan pcnga.wasa.n pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis di Bidang Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan 
Hukum; 

bb. mclaksanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lcmbaga pcmcrintah 
dan non pcmcrintah dalrun rangka pcnyclcnggaraan urusa.n I �mcrintahan bidang Pekcrjaan Umum dan �nataan Ruang; 

. 8. 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau mcmaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengi.Jrutl rapat·rapa.t sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pel.akaanaa.n Survey Kepuasan 

Masyarakac dalam lingkup Dinas; 
g. membantu sekretarui menyusun dan membuat laporan Ana.lisia 

Jabatan, Analiais Bcban Kerja dan E:valuasi Jabatan Dinas; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
j. menyiapkan bahan dan menyusun adminiatrasi pengadaan, 

pcndistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 
k. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan banmg inventana; 
I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan uruaan 

n.imah tangga Dinas; 
m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan melakukan 

evaluasi dalam lingkup Dinas; 
n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan infonnaai serta fasilita1i pelayanan informa.si dan 
pengaduan dalam lingkup Din.as; 

o. mcnyiapkan bah.an, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi pelaksa.naan 
Sistcm Pengendahan Intern Pemcrintah dalrun hngkup Dinas; 

p. mcmpersia.pkan dan mcngoordin.a.sikan pcla.ksaanaan rapat dina.s, 
upacara bendcra, kchumasa.n, dan kcprolokolan; 

q. mcnyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengclola data kchadiran 
pegawa.i; 

r. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi aclminis.trasi surat tugas dan 
pcrjaJanan dinas pegawai; 

s. mcnyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi kcgiatan 
organisa.ai dan tatalaksana; 

t. mclakaanakan Pengumpulan bahan Penila.ian Mandiri Pclaksa.naan 
Rcfonnaai Birokra.si dalam lingkup Dina.s; 

u. mcnyiapkan bahan dan mcngclola administra& kcpcgawaian dalam 
lingkup Dinas; 

v. mcnyusun rcncana kcbutuhan pcngcmbangan Sumbcr Daya Manusia 
Aparatur dalam lingkup Dinas; 

w. mcnyiapkan bahan pcrumusa.n kebjjakan pcmbinaan, pcningk.atan 
kompetcnsi, disiplin dan kcs,cjahtcraan Apa.ratur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

x. mcnyiapkan bahan dan mcngoordinasikan aclministrasi penyusunan 
produk hukum dalam lingkup Dinas; 

y mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnindaktanjuti 
laporan hasil pcmcriksaan dalam lingkup Dinas; 

z. mcnyusun standar opcrasional proscdur sesua.i uraian tugas dan 
mclakukan cvaluaai Standar Opcrasional Proscdur dalam lingkup 
Din as; 

aa. mclaksanakan monitoring, cvaluas! dan pcnga.wasa.n pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis di Bidang Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan 
Hukum; 

bb. mclaksanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lcmbaga pcmcrintah 
dan non pcmcrintah dalrun rangka pcnyclcnggaraan urusa.n I �mcrintahan bidang Pekcrjaan Umum dan �nataan Ruang; 

. 8. 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau mcmaraf d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengi.Jrutl rapat·rapa.t sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pel.akaanaa.n Survey Kepuasan 

Masyarakac dalam lingkup Dinas; 
g. membantu sekretarui menyusun dan membuat laporan Ana.lisia 

Jabatan, Analiais Bcban Kerja dan E:valuasi Jabatan Dinas; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
i. melakukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
j. menyiapkan bahan dan menyusun adminiatrasi pengadaan, 

pcndistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 
k. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan banmg inventana; 
I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan uruaan 

n.imah tangga Dinas; 
m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan melakukan 

evaluasi dalam lingkup Dinas; 
n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan infonnaai serta fasilita1i pelayanan informa.si dan 
pengaduan dalam lingkup Din.as; 

o. mcnyiapkan bah.an, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi pelaksa.naan 
Sistcm Pengendahan Intern Pemcrintah dalrun hngkup Dinas; 

p. mcmpersia.pkan dan mcngoordin.a.sikan pcla.ksaanaan rapat dina.s, 
upacara bendcra, kchumasa.n, dan kcprolokolan; 

q. mcnyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengclola data kchadiran 
pegawa.i; 

r. mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi aclminis.trasi surat tugas dan 
pcrjaJanan dinas pegawai; 

s. mcnyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi kcgiatan 
organisa.ai dan tatalaksana; 

t. mclakaanakan Pengumpulan bahan Penila.ian Mandiri Pclaksa.naan 
Rcfonnaai Birokra.si dalam lingkup Dina.s; 

u. mcnyiapkan bahan dan mcngclola administra& kcpcgawaian dalam 
lingkup Dinas; 

v. mcnyusun rcncana kcbutuhan pcngcmbangan Sumbcr Daya Manusia 
Aparatur dalam lingkup Dinas; 

w. mcnyiapkan bahan pcrumusa.n kebjjakan pcmbinaan, pcningk.atan 
kompetcnsi, disiplin dan kcs,cjahtcraan Apa.ratur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

x. mcnyiapkan bahan dan mcngoordinasikan aclministrasi penyusunan 
produk hukum dalam lingkup Dinas; 

y mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnindaktanjuti 
laporan hasil pcmcriksaan dalam lingkup Dinas; 

z. mcnyusun standar opcrasional proscdur sesua.i uraian tugas dan 
mclakukan cvaluaai Standar Opcrasional Proscdur dalam lingkup 
Din as; 

aa. mclaksanakan monitoring, cvaluas! dan pcnga.wasa.n pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis di Bidang Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan 
Hukum; 

bb. mclaksanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lcmbaga pcmcrintah 
dan non pcmcrintah dalrun rangka pcnyclcnggaraan urusa.n I �mcrintahan bidang Pekcrjaan Umum dan �nataan Ruang; 



. 9. 

cc. menila.i kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. menyuaun Japoran hasil pelaksanaan tugaa Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbe.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ee. melaksanakan tugas kedmasan lain yang diperintahkan atasan seauai 
dengan bidang tugasnya 

,,,.,..,..,, 
Subbagian Keuangan 

Pasal 8 
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Kcuangan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pengelol.a.an administrasi dan pelaporan keuangan dalam 
lingkup Dina.s. 

(21 Uraian Togas Kepala Subbagian Keuangan seba.ga.imana dimakaud pada 
ayat (I) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan eebagai pedoman 

dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mcndiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas; 
e. memantau, mengawaai dan mengcvaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. membantu Sekretaris mcnyiapkan bahan, mcnyusun dan 

mcrumuskan Dokumcn Pelakaanaan Anggaran linglcup Dinas; 
g. mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan rencana kcbutuhan 

gaji pegawai, dan rencana proycksi pendapatan sebaga.i bahan 
penyueunen anggaran Dina1; 

h. mclakukan vcrifikasi kclenglcapa.n administra1i penatausahaan 
kcuangan Dlnas; 

1. mengoordinasikan pelaksa.naan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan dalaJn lingkup Dinas; 

J· mcnyiapkan bahan dan mcnyusun laporan kcuangan dala.m linglcup 
Din as; 

k. menyuaun rcahsasi perhitungan anggaran dalam lingkup Dmas; 
I. mcngeveluasi penyclcnggaraan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Dinas; 
m. mengumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnindaklaitjuti 

laporan hasil pcmcriksaan kcuangan dalam linglcup Dinas; 
n. mcnyusun dan mclakaanakan Standar Opcrasional Proscdur sesuai 

uraian tugas dan mclakukan cvaluasi Standar Opcrasionel Proscdur; 
o. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pengawasan penyclenggar-aan 

kcbijakan tcknis di Bidang Subbagian Kcuangan; 
p. menyclcnggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 

pemerintah dan non pcmcrintah dalam rangka pcnyclenggaraan 
urusan Pemcrintahan bidang Pekcrjaan Umum dan Penataan Ruang; 

q. menilai kincrja Pcgawai Aparatur Sipil Negara scsuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinu dan 
mcmberikan saran pcrt.imbangan kepada Atasan acbagai bahan 1 pcrurnusan kcbijakan; dan 
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• 10 - 

a. melakeanakan tugae kedmasan lain yang d1perintahkan atasan aesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan .. ..,. 

(1) Bidang Operaai dan Pcmeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Operaai 
dan Pemeliharaan yang mempunyai tugaa melaksanakan dan menyuaun teknis pengembangan sumber daya air. 

(2) Untuk melasanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendaliari dan pengawasan program 

dan kegiatan lngaai, Sungai Waduk dan Pantar; 
e. pelaksa.naan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Urruan Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana 

dimakaud pada 11,yat (I) meliputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

aebagai pedoman dalam pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan D1na1 untuk mengetahui perkemb&ngan pelakunaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengrkuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
f. menyusun penyiepan anggaran biaya Oera.si dan Pemeliharaan Jrigaai, 

Sungai, Waduk dan Pantai; 
g. menyiapkan data inventarisasi luas areal saluran dan bangunan eerte 

sarana dan prasarana lrigasi, Sunga.i, Waduk dan Panta: 
h. menyelenggarakan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jrigasi, Sungai, 

Waduk dan Pantai; 
i. melakukan Pemantauan, Evaluaai dan pelaporan haait 

penyelenggaran tugs.a; 
j. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring. evaluaai dan pengawasan sert:8 

pelaporan penyelengga.raan kebijakan teknia di Bidang Operui dan 
Pemehhara.an; 

I. menyusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraan kebiJakan teknia di Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

n. menilai kineIJa Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumuaan kebijakan; dan 

1 

• 10 - 

a. melakeanakan tugae kedmasan lain yang d1perintahkan atasan aesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan .. ..,. 

(1) Bidang Operaai dan Pcmeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Operaai 
dan Pemeliharaan yang mempunyai tugaa melaksanakan dan menyuaun teknis pengembangan sumber daya air. 

(2) Untuk melasanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendaliari dan pengawasan program 

dan kegiatan lngaai, Sungai Waduk dan Pantar; 
e. pelaksa.naan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Urruan Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana 

dimakaud pada 11,yat (I) meliputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

aebagai pedoman dalam pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan D1na1 untuk mengetahui perkemb&ngan pelakunaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengrkuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
f. menyusun penyiepan anggaran biaya Oera.si dan Pemeliharaan Jrigaai, 

Sungai, Waduk dan Pantai; 
g. menyiapkan data inventarisasi luas areal saluran dan bangunan eerte 

sarana dan prasarana lrigasi, Sunga.i, Waduk dan Panta: 
h. menyelenggarakan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jrigasi, Sungai, 

Waduk dan Pantai; 
i. melakukan Pemantauan, Evaluaai dan pelaporan haait 

penyelenggaran tugs.a; 
j. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring. evaluaai dan pengawasan sert:8 

pelaporan penyelengga.raan kebijakan teknia di Bidang Operui dan 
Pemehhara.an; 

I. menyusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraan kebiJakan teknia di Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

n. menilai kineIJa Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumuaan kebijakan; dan 

1 

• 10 - 

a. melakeanakan tugae kedmasan lain yang d1perintahkan atasan aesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan .. ..,. 

(1) Bidang Operaai dan Pcmeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Operaai 
dan Pemeliharaan yang mempunyai tugaa melaksanakan dan menyuaun teknis pengembangan sumber daya air. 

(2) Untuk melasanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendaliari dan pengawasan program 

dan kegiatan lngaai, Sungai Waduk dan Pantar; 
e. pelaksa.naan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Urruan Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana 

dimakaud pada 11,yat (I) meliputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

aebagai pedoman dalam pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan D1na1 untuk mengetahui perkemb&ngan pelakunaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengrkuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
f. menyusun penyiepan anggaran biaya Oera.si dan Pemeliharaan Jrigaai, 

Sungai, Waduk dan Pantai; 
g. menyiapkan data inventarisasi luas areal saluran dan bangunan eerte 

sarana dan prasarana lrigasi, Sunga.i, Waduk dan Panta: 
h. menyelenggarakan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jrigasi, Sungai, 

Waduk dan Pantai; 
i. melakukan Pemantauan, Evaluaai dan pelaporan haait 

penyelenggaran tugs.a; 
j. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring. evaluaai dan pengawasan sert:8 

pelaporan penyelengga.raan kebijakan teknia di Bidang Operui dan 
Pemehhara.an; 

I. menyusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraan kebiJakan teknia di Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

n. menilai kineIJa Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumuaan kebijakan; dan 

1 

• 10 - 

a. melakeanakan tugae kedmasan lain yang d1perintahkan atasan aesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan .. ..,. 

(1) Bidang Operaai dan Pcmeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Operaai 
dan Pemeliharaan yang mempunyai tugaa melaksanakan dan menyuaun teknis pengembangan sumber daya air. 

(2) Untuk melasanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendaliari dan pengawasan program 

dan kegiatan lngaai, Sungai Waduk dan Pantar; 
e. pelaksa.naan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program dan 

kegiatan lrigasi, Sungai Waduk dan Pantai;dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Urruan Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana 

dimakaud pada 11,yat (I) meliputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

aebagai pedoman dalam pe\aksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan D1na1 untuk mengetahui perkemb&ngan pelakunaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengrkuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
f. menyusun penyiepan anggaran biaya Oera.si dan Pemeliharaan Jrigaai, 

Sungai, Waduk dan Pantai; 
g. menyiapkan data inventarisasi luas areal saluran dan bangunan eerte 

sarana dan prasarana lrigasi, Sunga.i, Waduk dan Panta: 
h. menyelenggarakan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jrigasi, Sungai, 

Waduk dan Pantai; 
i. melakukan Pemantauan, Evaluaai dan pelaporan haait 

penyelenggaran tugs.a; 
j. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring. evaluaai dan pengawasan sert:8 

pelaporan penyelengga.raan kebijakan teknia di Bidang Operui dan 
Pemehhara.an; 

I. menyusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraan kebiJakan teknia di Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

n. menilai kineIJa Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumuaan kebijakan; dan 
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p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Empat 
Bidang Bina Konstruksi 

Paaal 10 
(1) Bidang Bina Konstrukai dipimpin oleh Kepala Brdang Bina Konatruksi 

yang mempunyai tugas melaksanakan bidang pengaturan, 
pemberdayaan, dan pengawasan Sumber daya Jasa Konstru.ksi. 

(2) Untuk melaaanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawaaan Sumber daya Jasa 
Konst.rukai menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Sumber daya 
Jasa Konstrukai; 

b. pembinaan, pengoordinasi.an, pengendalian dan pengawasan 
program dan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan 
Sumber day a Jasa Konstruksi; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan 
kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Sumber daya 
Jasa Konetrukai;dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan aeauai 
dengan tugaa dan fungsinya. 

(31 Uraian Togas Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaluiud 
pad a ayat ( II me Ii pun : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konatruksi sebe.gai 

pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tuga.a; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memaraf dan/a1au 
menandatangani naskah din.as; 

e. mengikuti rapat-rapac sesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan 

pengawaaan sumber da,yajasa konstrukai; 
g. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja 

pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan sumber days 
jasa konstrukai; 

h. menyelenggarakan kebijakan, pedoman dan atandar teknis 
pelaksanaan pelayanan jasa Konatru.kai; 

i. menyelenggarakan pembinaan, sosialiaasi, disiminasi, pelatihan dan 
kerjasama sumber daya jaaa konatruka1 aesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

j. menyelenggarakan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai 
kewenanggannya; 

k. menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelakaanaan aerta 
penilaian kualitas/mutu sumber day a jasa konstrukai; 

I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan 
sumber dayajasa konstruksi daerah; 

m. menyelenggarakan penyuaunan dan pelaksanaan, koordinaai dan 
pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah danl tahunan sesuai peraturan perundo.ng-undangan yang berlaku; 
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n. menyelenggarakan sistem informasi dan teknologi sumber daya jasa 
konstruksi; 

o. menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 
pelak8illl&all anggaran Bidang Bina Konstruksi; 

p. menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumcn 
pelaksanaan angg.aran Bidang Bina Konstruksi; 

q. menyelenggarakan pelaksanaan koordina&1 perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian kegiatan pelayanananjasa konstruksi; 

r. menyelenggarakan pelaksa.naan pengembangan dan eva.Iuasi aistem 
pelayanan jasa konstruksi; 

8. menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa. teknik 
konstrukai serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konsuuksi; 

t. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasa.n serta 
pelaporan penyelenggaraan kebijaka.n teknis di Bidang Bina 
Konstruksi; 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekcrjaan Umum dan Pcnataan Ruang; 

v. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
mcmberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melakaanakan tugas kcdinasan lain yang dtperintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Uma 
Bidang Program dan Evaluasi $umber Daya Air 

Pasa.l 11 
(I) Bidang Program dan Evaluasi $umber Daya Air dipimpin oleh Kepala 

Bidang Program dan Evaluasi Sumber Daya Afr yang mempunyai tugas 
mclaksanakan bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan 
Sumber day a Jasa Konstrukai dan sumber daya air 
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monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja; 
b. pelaksanaan dan mengembangkan sistem inrormasi Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 
c. pelaksanaan sosialilMlSi program di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang;dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o!eh Sekretaris terkait 

tugasnya. 
(3) Uraian Togas Kepala Bidang Program dan Evaluasi Sumber Daya Air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 
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tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memare.f 
menandatangani naskah dinas; 

e. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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f. mempereiapkan petunjuk pelaksanaan seksi Prognun dan Evaluasi; 
g. mempereiapkan petunjuk pelaksanan seksi Program dan Eva1uasi; 
h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan Evaluasi 
Sumber Daya Air; 

1. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
Pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan 
Evaluasi Sumber Daya Air; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

k. menilai kinerja Pcgawai Apanttur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

I. menyusun tapora.n hasil pelaksanaan tugae Kepa]a Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

m melaksanakan tugas kedinasan lain yang drperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Enam 
Bidang lrigasi Pedesaan 

Pesa! 12 
(I) Bidang lrigasi Pedesaan dipimpin oleh Kepala Bidang lrigasi Pedesaan 

yang mempunyai tugas mele.k.sanakan kegiatan mempereiapkan bahan 
dan menyusun petunjuk tekn11 pendataan, pengawasan, pengendalian, 
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan irigasi pede.aan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang lrigasi Pedesaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Program dan 

kegratan Bidang Irigasi Pedesaan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan B!dang lrigasi Ped.cu.an; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan 

kegiatan Bidang lrigasi Pedesa.an;dan 
d. penyelenggaraan fungsi !ain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian Tugaa Kepala Bidang Irigui Pedesaan sebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang lrigasi Pedesaan sebagai 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendietribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaa.n tugae; 
c. memantau, mengawae1 dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. memperaiapkan bahan dan menyuaun petunjuk teknis 

pembangunan dan pembangunan irigasi pedeaaan; 
g. melaksanakan pendataan, dokumentasi, dan pengelolaan jaringan 

lrigasi pedesa.an; 
h. memberikan rekomendasi terhadap maayarakat dalam rangka t pengendalian dan pelestarian air dan aumber air; 
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perumusan kebijakan; dan 

m melaksanakan tugas kedinasan lain yang drperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Enam 
Bidang lrigasi Pedesaan 

Pesa! 12 
(I) Bidang lrigasi Pedesaan dipimpin oleh Kepala Bidang lrigasi Pedesaan 

yang mempunyai tugas mele.k.sanakan kegiatan mempereiapkan bahan 
dan menyusun petunjuk tekn11 pendataan, pengawasan, pengendalian, 
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan irigasi pede.aan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang lrigasi Pedesaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Program dan 

kegratan Bidang Irigasi Pedesaan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan B!dang lrigasi Ped.cu.an; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan 

kegiatan Bidang lrigasi Pedesa.an;dan 
d. penyelenggaraan fungsi !ain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian Tugaa Kepala Bidang Irigui Pedesaan sebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang lrigasi Pedesaan sebagai 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendietribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaa.n tugae; 
c. memantau, mengawae1 dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. memperaiapkan bahan dan menyuaun petunjuk teknis 

pembangunan dan pembangunan irigasi pedeaaan; 
g. melaksanakan pendataan, dokumentasi, dan pengelolaan jaringan 

lrigasi pedesa.an; 
h. memberikan rekomendasi terhadap maayarakat dalam rangka t pengendalian dan pelestarian air dan aumber air; 

1 

• 13 · 

f. mempereiapkan petunjuk pelaksanaan seksi Prognun dan Evaluasi; 
g. mempereiapkan petunjuk pelaksanan seksi Program dan Eva1uasi; 
h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan Evaluasi 
Sumber Daya Air; 

1. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
Pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan 
Evaluasi Sumber Daya Air; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

k. menilai kinerja Pcgawai Apanttur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

I. menyusun tapora.n hasil pelaksanaan tugae Kepa]a Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

m melaksanakan tugas kedinasan lain yang drperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Enam 
Bidang lrigasi Pedesaan 

Pesa! 12 
(I) Bidang lrigasi Pedesaan dipimpin oleh Kepala Bidang lrigasi Pedesaan 

yang mempunyai tugas mele.k.sanakan kegiatan mempereiapkan bahan 
dan menyusun petunjuk tekn11 pendataan, pengawasan, pengendalian, 
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan irigasi pede.aan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang lrigasi Pedesaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Program dan 

kegratan Bidang Irigasi Pedesaan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan B!dang lrigasi Ped.cu.an; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan 

kegiatan Bidang lrigasi Pedesa.an;dan 
d. penyelenggaraan fungsi !ain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian Tugaa Kepala Bidang Irigui Pedesaan sebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang lrigasi Pedesaan sebagai 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendietribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaa.n tugae; 
c. memantau, mengawae1 dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. memperaiapkan bahan dan menyuaun petunjuk teknis 

pembangunan dan pembangunan irigasi pedeaaan; 
g. melaksanakan pendataan, dokumentasi, dan pengelolaan jaringan 

lrigasi pedesa.an; 
h. memberikan rekomendasi terhadap maayarakat dalam rangka t pengendalian dan pelestarian air dan aumber air; 

1 

• 13 · 

f. mempereiapkan petunjuk pelaksanaan seksi Prognun dan Evaluasi; 
g. mempereiapkan petunjuk pelaksanan seksi Program dan Eva1uasi; 
h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan Evaluasi 
Sumber Daya Air; 

1. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
Pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Program dan 
Evaluasi Sumber Daya Air; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

k. menilai kinerja Pcgawai Apanttur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

I. menyusun tapora.n hasil pelaksanaan tugae Kepa]a Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

m melaksanakan tugas kedinasan lain yang drperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Enam 
Bidang lrigasi Pedesaan 

Pesa! 12 
(I) Bidang lrigasi Pedesaan dipimpin oleh Kepala Bidang lrigasi Pedesaan 

yang mempunyai tugas mele.k.sanakan kegiatan mempereiapkan bahan 
dan menyusun petunjuk tekn11 pendataan, pengawasan, pengendalian, 
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan irigasi pede.aan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang lrigasi Pedesaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Program dan 

kegratan Bidang Irigasi Pedesaan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan B!dang lrigasi Ped.cu.an; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan 

kegiatan Bidang lrigasi Pedesa.an;dan 
d. penyelenggaraan fungsi !ain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian Tugaa Kepala Bidang Irigui Pedesaan sebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang lrigasi Pedesaan sebagai 

pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendietribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaa.n tugae; 
c. memantau, mengawae1 dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. memperaiapkan bahan dan menyuaun petunjuk teknis 
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1. memberikan rekomendasi, mengenai pemanfaatan pemakaian lllT 
dan tanah yang duruasai Dinas; 

j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan melakaanakan 
pembangunan peningkatan dan rehabilitasi lr!gasi pedesaan dan air 
tanah; 

k. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai urai.an tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

I. menyelengge.rakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraa.n kcbijakan tckni1 di Bidang lrigasi 
Peclesaan; 

m menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan penga.wasan serta 
pelaporan penyelenggaraa.n kebijakan tclmi1 di Bidang lrigasi 
Peclesaan; 

n. menginventarisa1i dan mengkaJi permalal.ahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pelunjuk 
pemecahan malal.ah; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah daJam rangka penye\engga.raan 
uruaan Pcmcrintahan bidang Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

p. menilai kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undange.n; 

q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. mclaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

BABV 
KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 13 
(lJ Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dapat membentuk aejumlah 

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana aesuai dengan kebutuhan 
dan beniasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagairnana dimaksud 
p&da ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing·masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistcm kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelakaa.naan Tuga1 dan Fungsi 

PasaJ 14 
(II Kepala Dinas dalam melaksana.kan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati eesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; t 
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(2) Kepa)a Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanaka.n tugas 
dan fungal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
aerta menerapkan prinsip hierarki, koordinas!, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka menlngkatkan kinerja 
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pas,J 15 
(I) Kepala Dinas, SekTetaris, Kepala Bsdang dan Kepa.la Subbagian dalam 

lingkunga.n Dinaa dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi eerte melaksanakan rapat koordinaai aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepa]a Bidang, Kepa)a Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
peturtjuk dan arahan pimpinan, eerta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau seauai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-masing; 

(3) Kepa)a Dlnas, Sekretaris, Kep.a.la Bidang, Kepala Subbagian dan dalsm 
lingkungan Dmae melaksanakan pengawasan a.esuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Ptnrang 
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (Serita 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 50), tetap berlaku sampai 
dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerje. pa.de. 
pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KE:'TENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Su1unan Organiaaai, Tugaa de.n Fungsi 
scrta Tata Kerje. Dinas Sumber De.ya Air dan Bina Konstruksi (Senta Daere.h 
Kabupe.ten Pinrang Tahun 2021 Nomor 50), dk:abut dan dinye.takan tidak\ berlaku. 
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Pa.sa.l 18 
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupat.en Pinrang. 

Dit.etapkan di Pinrang 
pada tangga.l OG 3"111 wc.s 

BUPATI PINRANG, 

Diundangkan di Ptnrang 
pada tanggaJ re JuW "UtJ.1> 

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

A DAERAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 

.,_ 
IRWAN HAMID t 
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